
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR  

NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan  
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, diantaranya 
menetapkan tentang Perubahan Rincian, Penggunaan dan 

Penyaluran Anggaran Transfer Ke Daerah;       

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021, apabila Peraturan Presiden ditetapkan 

atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Umum 
(DAU) Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian 
Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan 

alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksud pada Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak 
melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021, dalam hal Pemerintah Daerah telah 
menganggarkan belanja daerah untuk program/kegiatan 

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima 
Dana Alokasi Khusus dalam rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun 

setelah terbitnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam 
informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  

Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal 
Kementerian Keuangan dan/atau Peraturan Presiden 
mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2021,  
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Pemerintah Daerah tidak menganggarkan program/kegiatan  
dan/atau menganggarkan alokasi lebih kecil dari alokasi 

Dana Alokasi Khusus (DAK)  yang diterima dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah dapat 
melakukan penundaan dan/atau penghentian penyaluran 

Dana Alokasi Khusus (DAK)   tersebut sampai dengan 
Pemerintah Daerah menganggarkan kembali 

program/kegiatan dimaksud dengan cara melakukan 
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

d. bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar telah menerima 
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan, Pemerintah Kabupaten Paser Utara dan Pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara untuk penanganan bencana banjir 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian Anggaran pada 
Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan 
dan Penyesuaian pada Belanja Tidak 

Terduga/Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d  perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021;  

   

Mengingat                
     

:
              

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);    

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041);     

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);   

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323);  

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan,  Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan,  Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) 
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 149); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 

2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

28. Peraturan Daerah Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah  Kabupaten Banjar Tahun 
2020 Nomor 7); 

29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah  
Kabupaten Banjar Tahun 2020  Nomor 73); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 73) diubah sebagai 

berikut: 

1. Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 

1. Pendapatan :  

a. Pendapatan Asli Daerah  : Rp212.958.509.185,00 

b. Dana Transfer  : Rp1.460.484.335.769,00     

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah  : Rp51.483.211.037,00 

 Jumlah Pendapatan  : Rp1.724.926.055.991,00 

2. Belanja : 

a. Belanja Operasi  

1) Belanja Pegawai : Rp851.645.473.861,00 

2) Belanja Barang dan Jasa : Rp501.571.708.224,00 

3) Belanja Hibah : Rp27.300.237.508,00 

4) Belanja Bantuan Sosial : Rp4.509.909.500,00 
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b. Belanja Modal 

1) Belanja Modal Tanah : Rp2.425.000.000,00 

2) Belanja Modal Peralatan Mesin : Rp45.434.155.616,00 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp48.510.749.050,00 

4) Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi : Rp102.958.912.555,00 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp2.746.807.700,00  

c. Belanja Tidak Terduga  

1) Belanja Tidak Terduga : Rp4.000.000.000,00 

d. Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil : Rp7.772.170.618,00 

2) Belanja Bantuan Keuangan : Rp329.780.373.400,00 

Jumlah Belanja : Rp1.928.655.862.032,00 

    Surplus/(defisit)         :(Rp203.729.806.041,00) 

3. Pembiayaan :  

a. Penerimaan : Rp206.329.806.041,00 

b. Pengeluaran : Rp2.600.000.000,00 

                                                                              ----------------------------- 

Jumlah Pembiayaan Netto                Rp203.729.806.041,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran                       Rp0,00 

tahun berkenaan       

2. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 

73) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam  Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

        Ditetapkan di Martapura 

        pada tanggal 31 Maret 2021                            

              BUPATI BANJAR, 
 

                       Ttd 

 
              SAIDI MANSYUR 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 31 Maret 2021                      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 
 

                                 Ttd 
 

                     MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 7 


